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Abstrak
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Pada pertengahan tahun 2022, Indonesia digemparkan dengan adanya p.cningkatan kasus Gagal Ginjal Akut
Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak, dimana pada bulan November dilaporan setidaknya ditemukan
sebanyak 323 kasus. Menurut Kalenlerian Kesehatan Republik Indonesia, peningkatan kasus ini terjadi kill’@
adanya cemaran bahan kimia EG dan DEG dalam obat sirup yang dikonsumsi oleh anak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui upaya perlungan hukum yang dapat dilakukan konsumen dan tanggung jawab
yang harus dilakukan pea ahaan atas adanya kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi obat
yang merusak kesehatan. Metode yan@unakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan dan didukung dengan data primer berupa hasil wawancaraang dilakukan
penulis kepada salah satu ibu keluarga korban yang mengkonsumsi obat merusak kesechatan. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan atas adanya
kerugian yang dideritanya, yaitu upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dimana dalam kasus
GGAPA ini, keluarga korban melakukan upaya perlindungan represif berupa melakukan upaya penyelesaian
sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan class action. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan
pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas adanya kerugian yang dideritanya, dimana dalam kasus GGAPA
keluarga korban meminta pertanggung jaw aban berupa ganti rugi melalui gugatan class action.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Perusahaan; Obat Sirup
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In mid-2022, Indonesia was shocked by gincrease in cases of Arvpical Progressive Acute mﬁ Failure
(GGAPA) in children, where in November, it was reported that at least 323 cases were found. According to
the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, this r'mmse in cases occurred due to contamination of
EG and DEG chemicals in the syrup consumed by children. This study aims to determine the legal protection
efforts that consumers can make and the respo@i lity that companies must carry out for losses consumers
suffer from consuming drugs that damage health. The me@ used in this study is a normative juridical method,
with a statutory approach and supported by primary data from the results of in iews conducted by the author
with one of the victims' mothers who consume drugs that damage their health. The results of this study indicate
that that several legal protection measures can be taken for the losses suffered, namely preventive and
repressive legal protection efforts, where in the GGAPA case, the victim's family made repressive protection
efforts in the form of making efforts to settle disputes through litigation, namely through class action lawsuit..
Consumers also have the right to obtain accountability from business actors for any losses they suffer, whereas
in the GGAPA case, the victim's family demands accountability in the form of compensation through a class
action lawsuit.

Keyword: Consumer protection; Company Responsibility; Syrup Medicine




1. PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai pelaku usaha yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa
kepada konsumen harus menjadi pihak utama yang dapat memastikan pengimplementasian
perlindungan bagi para konsumennya. Perusaiml harus menghasilkan produk yang baik
dan aman kepada konsumennya, mengingat keaaman, kenyamanan, dan kesalamatan
konsumen dalam mengkonsumsi barang merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhﬁeh
pelaku usaha, dimana hak atas konsumen tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 4 huruf
a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di
semua sektor industri wajib untuk memastikan pengimplementasian perlindungan bagi
konsumennya, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, industri farmasi memiliki peranan penting bagi manusia,
dimana obat-obatan berperan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan untuk
menjamin kelangsungan hidup.' Oleh karena itu, perusahaan wajib untuk dapat menjamin
mutu dan keamanan atas produk obat-obatan@i masyarakat.” Produk yang diproduksi pula
harus memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Ayat
(1) Peraturan BPOM yang menyebutkan bahwa obat dan bahan obat wajib memenuhi
standar persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. Akan tetapi, walaupun adanya
kewajiban bagi tiap perusahaan untuk memenuhi standar mutu tersebut, kenyataannya masih
ditemukan kasus kerugian konsumen yang terjadi akibat adanya peredaran obat yang masih
belum sesuai dengan standar mutu keamanan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Salah satu contohnya ialah kasus beredarnya obat anak pmuksi beberapa perusahaan
farmasi yang menyebabkan meningkatnya angka kas gagal ginjal akut pada anak. Pada
pertengahan tahun 2022, Indonesia dikejutkan dengan peningkatan kasus Gagal Ginjal Akut
Progresif Atipikal (GGAPA).> Bahkan, pada bulan November diungkapkan bahwasanya
terdapat laporan sebanyak 323 kasus mlgenai peningkatan penyakit gagal ginjal akut pada
anak. Kasus GGAPA ini didominsai terjadi pada anak usia 1 hingga 5 tahun, dimana 190
anak diantaranya meninggal dunia.* Setelah di selidiki, Menurut Kementrian Kesehatan
Republik@donesia penyebab terjadinya peningkatan atas penyakit ini dikarenakan adanya
cemaran bahan kimia EG (Etilen Glikol) dan DEG (Dietilen Glikol) yang tercampur dalam
obat sirup produksi beberapa perusahaan farmasi yang dikonsumsi tanpa sepengetauan sang
anak dan keluarganya

Dengan adanya cemaran obat tersebut, pemerintah memutuskan untuk melarang
sementara penggunaan obat sirup pada anak.® BPOM menjelaskan bahwasanya terdapat
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beberapa produk obat sirup anak yang terindikasi memiliki kandungan cemaran bahan kimia
EG dan DEG, dimana produk obat sirup tersebut ialah:
Tabel 1. Dattar Obat Sirup Terindikasi Tercemar Bahan Kimia EG dan DEG

NO Nama Perusahaan Nama Obat Nomor Izin Edar
1 PT. Afi Farma Paracetamol Drops GBL1801707636A1
Pharmaceutical

Paracetamol Sirup Rasa GBL0101704237A1

Pappermint
ﬁipcol Sirup DTL7801706637A1
2 PT. Yarindo Farmata Flurin DMP Sirup DTL0332708637A1
(Obat Batuk dan Flu)
3 Universal Pharmaceutical ~ Unibebi Cough Sirup DTL7226303037A1
Industries (Obat Batuk dan Flu)
Unibebi Demam Sirup  DBL8726301237A1
(Obat Demam)
Unibebi Demam Drops DBL1926303336A1
(Obat Demam)
4 PT. Konimex Termorex Sirup DBL7813003537A1

Source: Indonesiabaik.id, 2022.

Adanya kasus tersebut tentu bertentanan dengan kewajiban perusahaan untuk
memenuhi hak konsumen dan menjamin mutu barang yang diproduksinya. Terlebih lagi
perusahaan yang bergerak dibidang farmasi, dimana perusahaan tersebut seharusnya
menghasilkan produk obat obatan yang dapat melindungi seseorang dari penyakit bukan
malah menimbulkan penyakit. Atas adanya kejadian tersebut, para konsumen yang turut
mengkonsumsi daat sirup anak tersebut tentu akan mengalami kerugian.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu
penelitian yang ditulis oleh Kadek Dwi Giovanni dan Anak Agung Sri Indrawati pada tahun
2022. Penulis menyebutkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan
konsumen akibat adanya peradaran obat berbahaya ialah dengan melakukan perlindungan
hukum preventif dan represif, uai dengan yang telah diatur dalam UUPK. Selain itu,
konsumen obat tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan melalui jalur pengadilan
maupun di luar pengadilan.’

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Adella Gheaﬁcptya pada 2018. Ia
menyimpulkan bahwa dengan adanya peredaran obat-obatan yang mengandung bahan
berbahaya perlindunggmkum yang dapat dilakukan ialah dengan perlindungan hukum
represif, yaitu dengan melalggkan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi. Hal ini
dikarenakan cara tersebut membutuhkan waktu yang singkat dan biaya yang murah®
Selanjutnya berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi dkk,
ia menyimpulkan bahwa BPOM harus melakukan upaya perlindungan hukum preventit,
yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap jamu atau obat tradisional yang mengandung
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bahan kimia melalui pembinaan dan mengeluarkan produk hukum yang berguna untuk
menguatkan kinerja pengawasan BPOM °

Persamaan tema antara penelitian terdahulu dan penelitian ini tidak menghilangkan
kebaruan dalam penelitian yang peneliti tulis, dimana penelitian bukan hanya membahas
secara jelas mengenai perlindungan bagi konsumennya saja, melainkan juga menguraikan
mengenai tangggung jawab sy perusahaan atas adanya peredaran obat yang
menngandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengaji perlindungan
hukum bagi para konsumen atas adanya kerugian akibat mengkonsumsi produk ob anak
yang merusak kesehatan serta mengkaji mengenai tanggung jawab perusahaan atas adanya
kerugian yang di derita konsumen akibat mengkonsumsi produk obat yang merusak
kesehatan.
2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artiekl ini adalah metode penelitian yuridis
normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mliti bahan pustaka atau data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang Undang Perlindungan
Konsumen, serta bahan Igggum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta skripsi
peneliti lainnya, dimana bahan-bahan tersebut nantinya akan disusun secara sistematis,
dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yaumiiteliti.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini juga didukung
dengan data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu ibu

uarga korban yang mengkonsumsi obat merusak kesehatan tersebut.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Atas Adanya Kerugian Akibat
Mgpgkonsumsi Produk Obat Anak Yang Merusak Kesehatan

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang diberikan atau
dapat dilakukan oleh seseorang guna memberikan rasa aman dan memenuhi kemalangan
atau kerugian yang dalminya.m Indonesia sendiri sudah menekankan bahwasanya set'Bp
masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dimana hal
ini tertuang pada Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukﬁ’. Bila melihat dari
bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwasanya setiap pihak memiliki halgpintuk
mendapatkan perlindungan, termasuk konsumen. Dalam hal ini, diundangkanlah Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang ini
hadir sebagai upaya dalam menjamin kepastian dan pemberian perlindungan hukum
terhadap konsumen.!!

Pengimplementasian perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang
sangat penting untuk dilakukan, dimana dengan adanya perlindungan hukum, konsumen
dapat memiliki rasa aman bila mana terjadi kerugian yang diderita konsumen terhadap




kepentingan yang dimiliki konsumen itu sendiri, baik itu kepentingan fisik seperti
keselamatan dan keamanan tubuh dalam menggunakan atan mengkonsumsi suatu produk
yang dipasarkan oleh produsen maupun kepentingan sosial ekonomi yang berkaitan dengan
kerugiajmateriil yang diderita konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi jasa
ataupun produk yang diberikan oleh produsen.

Tak hanya itu, adanyarlindungan hukum terhadap konsumen seharusnya dapat
mengoptimalkan pemenuhan hak-hak y@dimiliki konsumen dalam melakukan transaksi
jual beli, salah satunya ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimana hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 huruf a
Undang Undang Perlindungan Konsumen.!> Akan tetapi, walaupun hak tersebut sudah
termuat dalam suatu produk hukum, tak dapat dipungkiri bahwasanya masih terdapat
kemungkinan atas terjadinya pelanggaran hak para konsumen, dimana pelanggaran tersebut
dapat terjadi disegala sektor indgtri, termasuk sektor farmasi dan obat obatan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal
(GGAPA) pada anak yang disebabkan karena adanya cemaran bahan kimia dalam obat sirup
anak yang dijual dipasaran.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan (al Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia sendiri, adanya peningkatan penyakit Gagal Ginjal ﬁ(ut Progresif Atipikal
(GGAPA) pada anak dapat terjadi dikarenakan adanya cemaran bahan kimia EG (Etilen
Glikol) dan DEG (Dietilen Glikol) yang terdapat dalam obat sirup anak produksi beberapa
perusahaan farmasi di Indonesia.'”* Adanya kasus ini sendiri terdampak kepada anak usia 1-
18 tahun, dimana anak umur 1-5 tahunlah yang paling banyak ditemukan kasusnya, dengan
jumlah kasus:

Tabel 2. Jumlah Kasus GGAPA Pada Anak Berdasarkan Rentang Umur

Nomor Umur Anak Jumlah Meninggal Tidak Meninggal
Korban
1 <1 Tahun 73 41 32
2 1-5 Tahun 170 113 57
3 6-10 Tahun 40 26 14
4 11-18 Tahun 40 10 30

Source: Kompas.com, 2022

Adanya kasus diatas membuktikan bahwasanya perusahaan yang memproduksi obat
sirup anam:rscbut telah melanggar hak para konsumen yang sudah termuat dalam Undang
Undang. Dalam hal ini, sebagai pihak yang ﬁlgikan tentu konsumen harus mendapakan
perlindungan hukum, dimana dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud terbagi
menjadi dua, yaitu perlindungan hukum represif dan preventif.'* Upaya perlindungan hukum
preventif dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya suatu pelanggaran.' Jika berkaca
pada kasus tersebut, maka yang dapat dilakukan atas adanya cemaran obat tersebut ialah




para pihak yang berwenang seperti BPOM dan perusahaan farmasi yang memproduksi obat
tersebut seharusnya melakukan pengecekan terhadap komposisi bahan serta keamanan
dalam obat sebelum diperjual belikan dipasaran.

Akan tetapi, karena dalam kasus ini obat tercemar tersebut sudah berem dipasaran
dan menimbulkan banyak korban, maka para konsumen dapat melakukan perlindungan
hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan sesudah terjadinya suatu permasalahan.'®
mlam hal ini, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa. Secara teoritis,
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu secara adversial atau litigast
dan secara kooperatif dengan cara negosiasi dan kopgiliasi.'” Kedua cara penyelesaian
sengketa tersebut juga didukung dengan aturan pada Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang
Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak
yang bersengketa”. Dalam hal penyelesaian di luar penmiilan, apabila diperlukan maka
konsumen dapat meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan konalen
yang ada di Indonesia, seperti BPSK yang dapat berperan sebagai pihak penengah antara
konsumen dan pelaku usaha.'"® Melalui lembaga perlindungan ini, konsumen dapat
melaporkan dan meminta pendampingan dalam mengatasi tindakan pelaku usaha yang
melanggar hak para konsumen.

Tak hanya itu, konsumen dapat melakukan perlindungan hukum dengan cara
melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui peradilan)."” Konsumen
dapat memilih untuk melakukan penyelesaian secara pidana ataupun perdata. Akan tetapi,
bukan hanya melalui gugatan pidana atau perdata saja, terdapat gugatan lain yang dapat
dipilih oleh sekelompok konsumen dalam melakukan penyelesaian sengkata, yaitu gugatan
class action. Gugatan class action ini biasanya dilakukan untuk mengatasnamakan
kepentingan umum. Dalam kasus GGAPA, sekumpulan keluarga korban sepakat untuk
melakukan gugatan class action. Gugatan class action yang dilakukan pada kasus ini
dilakukan bersama 44 orang/keluarga yang dirugikan atas adanya obat sirup anak yang
merusak kesehatan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu Safitri Puspa Sari yang merupakan
orang tua dari salah satu anak korban yang mengkonsumsi obat tersebut, salah satu alasan
mengapa para keluarga korban memilih untuk melakukan gugatan class action pada kasus
ini ialah karena tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan penghasil obat maupun dari
pihak pemerintah terhadap korban atau keluarga korban, dimana itikad baik yang dimaksud
dalam hal ini bukan saja mengenai pemberian ganti rugi, tetapi karena tidak adanya
pengakuan keselahan terhadap publik, permintaan maaf, hingga tidak adanya pendampingan
dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Maka menurut keluarga korban adanya
gugatan class action tersebut merupakan resiko yang harus mereka tanggungi. Menurut salah
satu ibu korban lainnya, adanya pengajuan gugatan class action ini sendiri juga dilakukan




sebagai bentuk dukungan dan memperjuangkan keadilan bagi para anak anak pengidap
Gagal ginjal akut yang masih dirawat dan berjuang untuk sembuh.?’

Gugatan class action ini diwakili oleh 3 orang, dimana masing masing pihak tersebut
akan mewakili 3 kelompok yang berbeda. Pihak pertama mewakili kelompok 1 yang menjadi
korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma Pharmaceutical
Industry yang menyebabkan anak meninggal dunia, Pihak kedua mewakiliki kelompok 2
yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT. Afi Farma
Pharmaceutical Industry yang menyebabkan anak sakit, dan pihak ketiga mewakiliki
kelompok 3 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT.
Universal Pharmaeutical Industries yang menyebabkan anak meninggal dunia. Akan tetapi,
berdasarkan keterangan salah satu ibu korban, gugatan terhadap PT Universal Pharmaeutical
Industries sudah dicabut atau dapat dikatakan dikeluarkan dari gugatan dikarenakan sudah
terdapat kesepakatan dalam proses mediasi. Hingga saat artikel ini ditulis, sidang class
action tersebut masih berjalan.

3.2 Tanggung Jawab Perusahaan Atas Adanya Kerugian Yang Di Derita Konsumen
Akibat Mengkonggmsi Produk Obat Yang Merusak Kesehatan

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu
pihak untuk memenuhi kerugian atau kemalangan yang diderita oleh seseorang. Prinsip
tanggung jawab ini tentu harus diterapkan dalam segala hal oleh berbagai pihak, termasuk
pihak pelaku usaha atau perusahaan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab merupakan bagian
dari suatu kewajiban yang hanﬁipenuhi bagi suatu perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan
wirausahanya. Dalam ilmu perlindungan konsumen sendiri, prinsip tanggung jawab
memﬁan prinsip yang sangat krusial untuk dikaji, mengingat dalam mengkaji adanya
suatu kasus pelanggaran hak atas konsumen perlu adanya kehati hatian bagi para pihak untuk
dapat melihat pihak mana yang harus dibebankan terhadap tanggung jawab tersebut.

Suatu perusahaan atau pelaku usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban bilamana
perusahaan tersebut melakukan tindakan yang dinilai telah merugikan konsumennya,
dimana salah satu bentuk tindakan tersebut ialah dengan tidak memenuhi hak parakonsumen
yang sudah diatur dalam Undang Undang. Walaupun hak tersebut sudah diatur dalam
undang undang, tetap saja masih dapat ditemukan kasus kasus kerugian konsumen yang
disebabkan oleh pelanggaran hak tersebut, gah satunya ialah kasus tercemarnya obat sirup
anak yang menyebabkan meningkatnya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal
(GGAPA) pada anak usia 1-18 tahun.

Dalam kasus cemaran obat sirup tersebut, sebenarnya terdapat beberapa pihak yang
dapat konsumen minta untuk memberikmmertanggungjawabannya, salah satunya ialah
pihak perusahaan yang memprodukmbat tersebut. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan
tersebut telah nﬁnggm‘ beberapa hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang
Undang, seperti hak atas kenyamanan, keagganan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang. Tak hanya itu, dalam kasus tersebut hak konsumen atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondsi dan jaminan barang tersebut telah dilanggar, pasalnya konsumen




dalam kasus tersebut tidak mengetahui bahwasanya terdapat bahan kimia berbahaya yang
terdapat dalam obat tersebut.

Dalanﬂanya tindakan perusahaan atau pelaku usaha yang merugikan konsumennya,
sebenarnya Undang Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur aturan mengenai
bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh para perusahaan atau pelaku naha
bilamana seorang atau sejumlah konsumen menderita kerugian. Contohnya saja pada Pasal
19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya
“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan”. Pada Pasm‘) Ayat (2) juga turut menjelaskan bahwasanya ganti rugi
yang dapat diberikan konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau
jasa yang nilainya sama atau setara, pemberian jasa kesehatan atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila pengaturan pasal tersebut dilihat, dapat diketahui bahwmnya terdapat sejumlah
bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha untuk
memulihkan kerugian yang diderita oleh konsumen, dimana pertanggungjawaban tersebut
dapat dilakukan terganturm)agaimana kerugian yang diderita konsumen tersebut terjadi.
Dalam kasus tercemarnya Obat Sirup Anak yang menyebabkan meningkatnya Kasus Gagal
Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak sendiri, berdasarkan keterangan yang
disampaikan oleh ibu Safitri Puspa Sari sebagai salah satu ibu dari korban yang mengalami
kasus tersebut, diketahui bahwasanya sebelum adanya niat untuk melakukan tindakan
hukum, tidak ada itikad baik bagi para perusahaan penghasil obat sirup tersebut untuk
memberikan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, keluarga kman sepakat untuk
meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui dilakukannya gugatan class Action.
Gugatan class action merupakan gugatan kepentingan kelompok yang melibatkan pihak
konsumen dalam jumlah besm/ang memiliki persoalah hukum yang sama, dimana gugatan
ini turut disebutkan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b Undang Undang Perlindungan
Konsumen.?!

Dalam kasus tersebut, para korban mengajukan ganti rugi sejumlah + 3 Miliar rupiah
per anggota kelompok bagi korban gagal ginjal yang anaknya meninggal dunia serta ganti
rugi sejumlah + 2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang mengalami atau
masih menderita Gagal Ginjal Akut tersebut.?? Bila melihat permintaan pertanggungjawaban
korban berupa pemberian ganti rug'mntu hal tersebut dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan
penerimaan ganti rugi merupakan salah satu hak konsumen yang terdapat dalam undang

dang bilamana sang konsumen tersebut sudah dirugikan, dimana hal ini tertuang pada
Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa “‘hak
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.
Penerapan pasal tersebut tentu berhubuEm dengan kasus ini, dimana dalam kasus tersebut
dapat terlihat bahwasanya para korban tidak mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian
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yang semestinya, dimana korban melakukan pembelian obat sirup tersebut untuk
menyembuhkan penyakitnya bukan menimbulkan penyakit baru.

Menurut keterangan yang disampaikan salah satu keluarga korbagldanya pengajuan
ganti rugi tersebut dilakukan untuk memberikan ganti rugi bagi para korban yang hingga
saat ini masih berjuang untuk melawan penyakitnya dan untuk para orang tua korban yang
mengalami kendala dalam bekerja karena harus menjaga anaknya yang masih terbaring
sakit.” Tak hanya itu, menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Safitri Puspa Sari,
adanya pengajuan ganti rugi tersebut juga dilakukan karena terdapat orang tua korban lain
yang kehabisan dana dalam proses penyembuhan anaknya, sebagai contohnya ialah@na
untuk meng-cover masalah akomodasi. Hal ini dikarenakan orang tua korban harus
mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan rawat jalan terhadap anaknya.

Tak hanya melalui ganti rugi saja, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan
kepada suatu perusahaan ialah dengan pemberian sanksi administratif, yaitu dapat berupa
pembekuan izin usaha secara sementara atau permanen ataupun penarikan produk dari
pasaran disertai dengan pencabutan izin edar produk tersebut.’* Dalam kasus ini sendiri. para
perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar tersebut diberikan sanksi administrasi
berupa pencabutan izin edar serta penarikan produk dari pasarmdimana produk obat yang
dihasilkan oleh perusahaan tersebut ditarik dan dimusnahkan. Hal ini dilakukan agar tidak
ada lagi konsumen yang memiliki akses untuk mengkonsumsi obat tersebut.

4. PENUTUP

Hadirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenang Perlindungan Konanen tidak
dapat menjamin terhapusnya kasus pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku
usaha atau perusahaan, salah satunya saja kasus cemaran obat sirup anak produksi beberapa
perusaaan farmasi yang menyebabkan meningkatnya kasus GGAPA pada anak usia 1-18
tahun. Dalam adanya pelanggar yang dilakukan oleh perusahaann, konsumen yang
dirugikan atas hal tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif
dan represif.. Dalam kasus GGAPA, keluarga korban melakukan perlindungan hukum
represif berupa dilakukannya upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui
gugatan class action yang dilakukan bersama 44 orang/keluarga yang dirugikan atas
keberadaan obat sirup anak yang merukan kesehatan. Selain melakukan upaya perlindungan
hukum, konsumen yang dirugikan juga memiliki hak wuntuk mendapatakan
pertanggungjawaban dari pelaku usaha, contohnya saja diberikannya ganti rugi atas kerugian
yang diderita konsumen, baik berupa pengembalian uang, pengembalian barang/jasa,
pemberian jasa kesehatan atau pemberian santunan. Dalam kasus GGAPA ini, dalam
gugatan class action yang dilakukan, keluarga korban mengajukan ganti rugi sejumlah + 3.4
Miliar rupiah per anggota kelompok bagi korban gagal ginjal yang anaknya meninggal dunia
serta ganti rugi sejumlah + 2.2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang
mengalami atau masih menderita Gagal Ginjal Akut tersebut.
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